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PERCOBAAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA

A. Pengertian Percobaan Melakukan Tindak Pidana

Dalam hukum Islam, tindak pidana atau delik disellgngan
“jarimah” atau “jinayah". Menurut Imam al-Mawardjarimah adalah
perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara, gamgam oleh Allah SWT
dengan hukumarhad atau ta'zit Adapun kata “jinayah" menurut tradisi
syariat Islam adalah segala tindakan yang dilaraleh hukum syariat
melakukannya. Perbuatan yang dilarang ialah s@igibuatan yang dilarang
oleh syariat dan harus dihindari, karena perbudtamenimbulkan bahaya
yang nyata terhadap agama, jiwa, akal (intelegemsijga diri, dan harta
bendd’

Suatu perbuatagarimah (tindak pidana) adakalanya telah selesai
dilakukan dan adakalanya tidak selesai karena atlabssebab dari luar.

Jarimah yang tidak selesai ini dalam hukum positif diselpgrbuatan
percobaanf(g)-:fi-l\).3 Menurut Haliman bahwa dalam Kitab-Kitab figh tidak

ditemukan pengaturan mengenai percobaan untuk oigaksesuatu tindak
pidana. Percobaan perkosaan misalnya, dimana pgamuylelaksanaan telah
dimulai dengan memaksa dan membuka pakaian kotbt@api tindak pidana

perkosaan itu sendiri tidak jadi dilakukan oleh gt pencegahan yang

YImam Al-Mawardiy, al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-DiniyyaBeirut al-
Maktab al-Islami, 1996, him. 219.

Sayyid SabiqFigh al-SunnahJjuz 3 Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 1970, him. 5.

SAhomad Wardi Muslich,Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jirhya
Jakarta: Sinar Grafika, 2004, him. 59.
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datangnya dari luar orang yang melakukan tindalarmaditu, dapatkah ia
dihukum oleh karena percobaan untuk melakukan kimddana perkosaah.
Dalam Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum PidanairMaigelaskan
tentang pengertian percobaan yaitu mulai melaksanauatu perbuatan
dengan maksud melakukajingyah ataujanhah, tetapi perbuatan tersebut
tidak selesai atau berhenti karena ada sebab y@dailg dda sangkut pautnya
dengan kehendak pelakiDengan perkataan lain, percobaan tindak pidana
adalah tidak selesainya perbuatan pidana karenayadi@ktor eksternal,
namun si pelaku ada niat dan adanya permulaan aterbypidand. Hukum
pidana Islam tidak konsentrasi membahas delik paao, tetapi lebih
menekankan pada jarimah yang telah selesai damtssilesal.

Hal ini tidak berarti bahwa mereka tidak membicarakisi teori
tentang "percobaan”, sebagaimana yang akan tenibati. Tidak adanya
perhatian secara khusus terhadap jarimah percalisamabkan oleh beberapa
faktor® Pertama: Percobaan melakukan jarimah tidak dikenakan imaku
had atau gisas melainkan dengan hukumata'zir. Di mana ketentuan
sanksinya diserahkan kepada penguasa Negdéw&a( amri) atau hakim.
Untuk menetapkan hukuman-hukuman jarimah tersdimik yang dilarang
dengan langsung oleh syara' atau yang dilarangpgiebuasa negara tersebut,

diserahkan pula kepada mereka, agar bisa disesuaikagan kebutuhan

“Haliman, Hukum Pidana Islam Menurut Ajaran Ahli Sunnah wama'ah Jakarta:
Bulan Bintang, 1967, him. 224.

*Ahmad Wardi Muslichpp.cit.,him. 60.

®Jaih MubarakKaidah-Kaidah Figh JinayatBandung: Bani Quraisy, 2004, him. 177.

"Makhrus MunajatHukum Pidana Islam di Indonesi¥ogyakarta: Teras, 2009, him. 41

®Haliman,op.cit.,him.224.
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masyarakat. Sesudah itu, hakim diberi wewenang tlza@m menjatuhkan
hukuman, di mana a bisa bergerak antara batasiggrtidengan batas
terendal.

Kebanyakan jarimah ta'zir bisa mengalami perubatmara dihukum
dan tidak dihukum, dari masa ke masa, dan dari der@ tempat lain, dan
unsur-unsurnya juga dapat berganti-ganti sesuajatepergantian pandangan
penguasa-penguasa negara. Oleh karena itu di kalahgjaha tidak ada
perhatian khusus terhadap percobaan melakukangfayikarena percobaan ini
termasuk jarimah ta'zif’

Kedua: dengan adanya aturan-aturan yang mencakup syara’
tentang hukuman jarimah ta'zir, maka aturan-atkrarsus untuk percobaan
tidak perlu diadakan, sebab hukuman ta'zir dijenhitas setiap perbuatan
maksiat (kesalahan) yang tidak dikenakan hukumaaltau kifarat. Dengan
perkataan lain, setiap perbuatan yang dianggapolpgan atau permulaan
jahat dianggap maksiat dan dapat dijatuhi hukuraairt* Karena hukuman
had dan kifarat hanya dikenakan atas jarimah-jdriteatentu yang benar-
benar telah selesai, maka artinya setiap percolf@amulai) sesuatu
perbuatan yang dilarang hanya dijatuhi hukumanrtadan percobaan itu
sendiri dianggap maksiat, yakni jarimah yang seélgsga, meskipun
merupakan satu bagian saja di antara bagian-bdgianyang membentuk

jarimah yang tidak selesai, selama satu bagiasetdiri dilarang. Jadi tidak

°Ahmad HanafiAsas-asas Hukum Pidana Isladakarta: Bulan Bintang, 1967, him.118-

119.

Ubid.,
Ybid.,
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aneh kalau sesuatu perbuatan semata-mata mengdijatimah, dan apabila
bergabung dengan perbuatan lain maka akan membg@rialah yang lain
lagi.t?

Pencuri misalnya apabila telah melubangi dindingpah, kemudian
dapat ditangkap sebelum sempat memasukinya, maKaugtannya itu
semata-mata dianggap maksiat (kesalahan) yang dijatuhi hukuman
meskipun sebenarnya baru merupakan permulaan dikganaan jarimah
pencurian.

Demikian pula ketika ia masuk rumah orang lain @ngnaksud
hendak mencuri, tanpa melubangi dindingnya atauaikeatapnya, dianggap
telah memperbuat suatu jarimah tersendiri, meskpprnbuatan tersebut bisa
disebut juga pencurian yang tidak selesai. Apap#acuri tersebut dapat
menyelesaikan berbagai perbuatan yang membentirkajarpencurian dan
dapat membawa barang curiannya ke luar rumah, makgoulan perbuatan
tersebut dinamakan "pencurian”, dan dengan seljgsg@nmah pencurian itu
maka hukuman had yang telah ditentukan dijatuhkgma#lanya, dan untuk
masing-masing perbuatan yang membentuk pencurian tidak boleh
dikenakan hukuman ta‘zir, sebab masing-masing p&abutersebut sudah
bercampur jadi satu, yaitu pencurian.

Di sini jelaslah kepada kita, mengapa para fuqatiak tmembuat
pembahasan khusus tentang percobaan melakukanalgrisebab yang

diperlukan oleh mereka ialah pemisahan antara @rityang telah selesai

2Makhrus Munajatop.cit, him. 43.



17

dengan jarimah yang tidak selesai, dimana untukngr macam pertama saja
dikenakan hukuman had atau gisas, sedang untokganmacam kedua hanya
dikenakan hukuman ta'zit.

Pendirian Syara' tentang percobaan melakukan jarinhebih
mencakup daripada hukum-hukum positif, sebab ménsgara’ setiap
perbuatan yang tidak selesai disebut maksiat yajgulli hukuman, dan
dalam hal ini tidak ada pengecualiannya. Siapa yaeggangkat tongkat
untuk dipukulkan kepada orang lain, maka ia diapggemperbuat maksiat
dan dijatuhi hukuman ta'zir. Menurut hukum posiiifak semua percobaan
melakukan jarimah dihukum.

Sesuai dengan pendirian syara’, maka pada perigi@amganiayaan
dengan maksud untuk membunuh, apabila penganiay@arberakibat
kematian, maka perbuatan itu dianggap pembunuhagage Kalau korban
dapat sembuh, maka perbuatan tersebut diangga@maggan saja dengan
hukumannya yang khusus. Akan tetapi kalau pembaatdk membunuh
korbannya, kemudian tidak mengenai sasarannya, petkaiatan itu disebut
ma'siat, dan hukumannya adalah tdZir.

. Macam-Macam Tindak Pidana
Yang dimaksud dengan kata-kagaimah ialah larangan-larangan

syara' yang diancam oleh Allah dengan hukurhad atauta'zir. Larangan-

“ibid., him. 44,
Y“Haliman, op.cit, him. 224.
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larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakdougian yang dilarang,
atau meninggalkan perbuatan yang diperintatikan.

Dengan kata-kata "syara™ pada pengertian tersebuttas, yang
dimaksud ialah bahwa sesuatu perbuatan baru dipnggemah apabila
dilarang oleh syara'. Juga berbuat atau tidak la¢rtidak dianggap sebagai
jarimah, kecuali apabila diancamkan hukuman terhadapnyakalangan
fugaha, hukuman biasa disebut dengan katadyaigah danmufrachya, jaza
Pengertianarimah tersebut tidak berbeda dengan pengertian tindddngai,
(peristiwa pidana, delik) pada hukum-pidana po&itif

Jarimah itu sebenarnya sangat banyak macam dan ragamkga, a
tetapi, secara garis besar dapat dibagi dengamjaanya dari beberapa segi.
Ditinjau dari segi berat ringannya hukumgrjmah dapat dibagi kepada tiga
bagian antara laigarimah gisas/diyat, jarimah hudydanjarimah ta'zir.

a. Jarimahgisasdandiyat
Jarimah gisasdan diyat adalahjarimah yang diancam dengan
hukuman gisas atau diyat Baik gisas maupundiyat keduanya adalah
hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbagaadengan
hukumanhad adalah bahwaad merupakan hak Allah (hak masyarakat),
sedangkamjisasdandiyat adalah hak manusia (individtf).
Adapun yang dimaksud dengan hak manusia sebagaimana

dikemukakan oleh Mahmud Syaltut adalah yang adatgdnnya dengan

*Ahmad HanafiAsas-Asas Hukum Pidana Isladakarta: Bulan Bintang, 1990, him. 1
®bid., him. 6.
YIbid., him. 7
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kepentingan pribadi seseorang dan dinamakan bediarena
kepentingannya khusus untuk meréka.

Dalam hubungannya dengan hukuma@isas dan diyat maka
pengertian hak manusia di sini adalah bahwa hukutessebut bisa
dihapuskan atau dimaafkan oleh korban atau kelogegaDengan
demikian maka ciri khas dgarimah gisasdandiyatitu adalah

1) Hukumannya sudah tertentu dan terbatas, dalam sartiah
ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minataal maksimal;

2) hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (hgljvdalam
arti bahwa korban atau keluarganya berhak memlbrerika
pengampunan terhadap pelaldarimah gisasdan diyat ini hanya
ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaamurN
apabila diperluas maka ada lima macam, yaitu
1) Pembunuhan sengajasgai i),

2) Pembunuhan menyerupai sengajesf i i),
3) Pembunuhan karena kesalahksd( 581 ),
4) Penganiayaan sengajas  ;=), dan
5) Penganiayaan tidak sengalas) # ;=i )."
Pada dasarnygarimah gisas termasukjarimah hudud sebab
baik bentuk maupun hukumannya telah ditentukan d\dhh dan

Rasul-Nya. Akan tetapi ada pula perbedaannya,:yaitu

®Syeikh Mahmud SyaltutAkidah dan Syari'ah Islapjilid 2, Alihbahasa, Fachruddin
HS, Jakarta: Bina Aksara, 1985, him. 34.

®Rahmat HakimHukum Pidana Islam (Figih JinayahBandung: Pustaka Setia, 2000,
him. 29
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1) Padgarimah gisas hakim boleh memutuskan hukuman berdasarkan
pengetahuannya, sedangkan pada jarimatudtidak boleh.

2) Pada jarimah gisas hak menuntut gishash bisa diwariskan,
sedangkan padarimah hududidak.

3) Pada jarimahgisas korban atau wali korban dapat memaafkan
sehingga hukuman dapat gugur secara mutlak atpindah kepada
hukum penggantinya, sedangkan pgdamah hududtidak ada
pemaafan.

4) Pada jarimah qisas tidak ada kadaluarsa dalam kesaksian,
sedangkan pad@rimah hududada kadaluarsa dalam kesaksian
kecuali padgarimah gadzaf

5) Pada jarimahgisas pembuktian dengan isyarat dan tulisan dapat
diterima, sedangkan pag@aimah hududidak.

6) Pada jarimah qisas dibolehkan ada pembelaaral-6yafa‘aj,
sedangkan padarimah hududidak ada.

7) Padajarimah gishashharus ada tuntutan, sedangkan padgiaah
hududtidak perlu kecuali padarimah gadzaf®

b. Jarimah Hudud
Jarimah hududadalahjarimah yang diancam dengan hukuman

had, Pengertian hukumamad adalah hukuman yang telah ditentukan oleh

?Jaih Mubarok dan Enceng Arif Faiz&laidah Figh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana
Islam),Jakarta: Anggota IKAPI, 2004, him. 164.
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syara' dan menjadi hak Allah (hak masyaraKafpengan demikian ciri
khasjarimah hududtu sebagai berikut.

1) Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bamkaimannya
telah ditentukan oleh syara’ dan tidak ada batasinml dan
maksimal.

2) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-maaa, lalau
ada hak manusia di samping hak Allah maka hak Afing lebih
menonjol. Pengertian hak Allah sebagaimana dikekarkaoleh
Mahmud Syaltut sebagai berikut: hak Allah adalakitae yang
bersangkut dengan kepentingan umum dan kemaslabataama,
tidak tertentu mengenai orang seorang. Demikian Adikh,
sedangkan Allah tidak mengharapkan apa-apa melaiskanata-
mata untuk membesar hak itu di mata manusia danyatekan
kepentingannya terhadap masyarakabengan kata lain, hak Allah
adalah suatu hak yang manfaatnya kembali kepadgana&at dan
tidak tertentu bagi seseorang.

Dalam hubungannya dengan hukuniad maka pengertian hak

Allah di sini adalah bahwa hukuman tersebut tidiak lblihapuskan oleh

perseorangan (orang yang menjadi korban atau kgloga) atau oleh

masyarakat yang diwakili oleh negatdarimah hududini ada tujuh
macam antara lain sebagai berikut.

1) Jarimahzina

Abid
?’Syeikh Mahmud Syaltutal-Islam Agidah wa SyarighAlihbahasa, Fachruddin HS,
Akidah dan Syariah Islan®2, Jakarta: Bina Aksara, 1985, him. 14.
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2) Jarimah gadzafmenuduh zina)

3) Jarimah syurbul khamfminum-minuman keras)
4) Jarimahpencurian garigah

5) Jarimah hirabah(perampokan)

6) Jarimah riddah(keluar dari Islam)

7) Jarimah Al Bagyypemberontakarf)’

Dalam jarimah zina, syurbul khamar, hirabah, riddafdan
pemberontakan yang dilanggar adalah hak Allah semata.
Sedangkan dalaarimah pencurian dargazaf(penuduhan zina) yang
disinggung di samping hak Allah juga terdapat hanauosia (individu),
akan tetapi hak Allah lebih menonjol.

c.JarimahTa'zir
Jarimah ta'zir adalahjarimah yang diancam dengan hukuman
ta'zir. Pengertianta'zir menurut bahasa ialala'dib atau memberi
pelajaran.Ta'zir juga diartikanar rad wa al man'uyartinya menolak dan
mencegah. Akan tetapi menurut istilah, sebagainyang dikemukakan

oleh Imam Al Mawardi
23U Gl gmg asrg e 390kl olgd el Loy adl> Dl

2 Ot et ki i 7 lazs

“Makhrus MunajatPekonstruksi Hukum Pidana Islaogyakarta: Logung, 2004, him.
12

“Imam Al-Mawardiy, al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-DiniyyaBeirut al-
Maktab al-Islami, 1996, him. 236
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Artinya: "Ta'zir adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan
kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalankum had.
Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedeaas klan
pelakunya. Dari satu seda'zir ini sejalan dengan hukum had;
yakni ia adalah tindakan yang dilakukan untuk meigi&i
perilaku manusia, dan untuk mencegah orang laim adak
melakukan tindakan yang sama seperti itu".

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukutaair itu adalah
hukuman yang belum ditetapkan oleh syara’, melaickserahkan kepada
ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalarantukan
hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan huksecana global
saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkd&uman untuk
masing-masingarimah ta'zir, melainkan hanya menetapkan sekumpulan
hukuman, dari yang seringan-ringannya sampai yahgrat-beratnya.

Dengan demikian ciri khas dgarimah ta'zir itu adalah sebagai
berikut.

1) Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Atimukuman
tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batamal dan ada
batas maksimal.

2) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.

Berbeda dengafarimah hududdan gisas maka jarimah ta'zir
tidak ditentukan banyaknya. Hal ini oleh karenagydégrmasukjarimah
ta'zir ini adalah setiap perbuatan maksiat yang tidakrdikan hukuman
had dangisas yang jumlahnya sangat banyak. Tentang jenis-janisah

ta'zir ini Ibn Taimiyah mengemukakan bahwa perbugerbuatan

maksiat yang tidak dikenakan hukuntzad dan tidak pula kifarat, seperti
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mencium anak-anak (dengan syahwat), mencium wéaiitayang bukan

istri, tidur satu ranjang tanpa persetubuhan, atemakan barang yang
tidak halal seperti darah dan bangkai... maka seyeu@u dikenakan
hukuman ta'zir sebagai pembalasan dan pengajaran, dengan kadar
hukuman yang ditetapkan oleh pengu@sa.

Tujuan diberikannya hak penentugarimah-jarimah ta'zir dan
hukumannya kepada penguasa adalah agar mereka dspaiatur
masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingansgrta bisa
menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaary yaersifat
mendadak.

Jarimah ta'zir di samping ada yang diserahkan penentuannya
sepenuhnya kepaddil amri, juga ada yang memang sudah ditetapkan
oleh syara’, seperti riba dan suap. Di sampinguiga termasuk ke dalam
kelompok ini jarimahjarimah yang sebenarnya sudah ditetapkan
hukumannya oleh syara‘hydug akan tetapi syarat-syarat untuk
dilaksanakannya hukuman tersebut belum terpenuisaliMa, pencurian
yang tidak sampai selesai atau barang yang diawanky darinishab

pencurian, yaitu seperempat dinar.

C. Konsegpsi Hukuman Per cobaan terhadap Pelaku Tindak Pidana

Hukuman dalam bahasa Arab diselgubah Lafaz'uqubahmenurut

bahasa berasal dari kataz¥%) yang sinonimnya:4gsx ¢La 5 443 - artinya:

“|bnu Taimiyah,Siyasah Syar'iyah, Etika Politik Islamierj. Rofi Munawwar, Surabaya:
Risalah Gusti, 2005, him. 157.
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mengiringnya dan datang di belakangf{/Balam pengertian yang agak mirip
dan mendekati pengertian istilah, barangkali la&asebut bisa diambil dari
lafaz: (3le) yang sinonimnya: dizd Las &) s o) 32), artinya: membalasnya
sesuai dengan apa yang dilakukarfiiya.

Dari pengertian yang pertama dapat dipahami balesaasu disebut
hukuman karena ia mengiringi perbuatan dan dilaMsam sesudah perbuatan
itu dilakukan. Sedangkan dari pengertian yang kethpat dipahami bahwa
sesuatu disebut hukuman karena ia merupakan batadsadap perbuatan
menyimpang yang telah dilakukannya.

Dalam bahasa Indonesia, hukuman diartikan sebagiésa’ dan
sebagainya"”, atau "keputusan yang dijatuhkan odintt.*® Pengertian yang
dikemukakan oleh Anton M. Moeliono dan kawan-kawlafamKamus Besar
Bahasa IndonesiaKBBI) tersebut sudah mendekati pengertian menurut
istilah, bahkan mungkin itu sudah merupakan peragerhenurut istilah yang
nanti akan dijelaskan selanjutnya dalam skripsi ini

Dalam hukum positif di Indonesia, istilah hukumaampir sama
dengan pidana. Walaupun sebenarnya seperti apa g#agakan oleh
Wirjono Projodikoro, kata hukuman sebagai istilmak dapat menggantikan

kata pidana, oleh karena ada istilah hukuman pidkmahukuman perdata

“Ahmad Wardi Muslich,Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayat
Jakarta: sinar Grafika, 2004, him. 136.

“bid., him. 136.

28W.J.S. Poerwadarmint{amus Umum Bahasa Indonesikarta: PN Balai Pustaka,
1976, him. 364.
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seperti misalnya ganti kerugian 2., Sedangkan menurut Mulyatno,
sebagaimana dikutip oleh Mustafa Abdullah, istilpfldana lebih tepat
daripada hukuman sebagai terjemahan ksii@af. Karena, kalaustraf
diterjemahkan dengan hukuman maikeaf rechtharus diterjemahkan hukum
hukumarn®®

Menurut Sudarto seperti yang dikutip oleh Mustafad@llah dan
Ruben Ahmad, pengertian pidana adalah penderit@ag 3engaja dibebankan
kepada orang yang melakukan perbuatan yang memesydrat-syarat
tertentu. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahvdama berarti hal yang
dipidanakan, yaitu yang oleh instansi yang berkudidianpahkan kepada
seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasgkagian juga hal yang
tidak sehari-hari dilimpahkaift.

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan ds atapat diambil
intisari bahwa hukuman atau pidana adalah suatdepgaan atau nestapa,
atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkarpabah dipahami bahwa
hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikah eyara' sebagai
pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketesyaas, dengan tujuan
untuk memelihara ketertiban dan kepentingan makggrasekaligus juga
untuk melindungi kepentingan individu.

Adapun tujuan pemberi hukuman dalam Islam sesuagate konsep

tujuan umum disyariatkannya hukum, vyaitu untuk raksasikan

*Wirjono Projodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana IndonesiBandung PT Eresco,
19860p.cit.,him. 1.

®Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmadfisari Hukum Pidana Jakarta: Balai Aksara,
1993, him. 47.

#wirjono Projodikorojoc.,cit
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kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keddilams dasar itu,
tujuan utama dari penetapan dan penerapan hukumam dsyariat Islam
adalah sebagai berikut:

a. Pencegahané s &2l

Pengertian pencegahan adalah menahan orang yartgaber
jarimah agar ia tidak mengulangi perbuajanmahnya, atau agar ia tidak
terus-menerus melakukgarimah tersebut. Di samping mencegah pelaku,
pencegahan juga mengandung arti mencegah oranggelaim pelaku agar
ia tidak ikut-ikutan melakukajarimah, sebab ia bisa mengetahui bahwa
hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akamallem terhadap
orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sB@agan demikian,
kegunaan pencegahan adalah rangkap, yaitu menaduag yang berbuat
itu sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannyay deenahan orang lain
untuk tidak berbuat seperti itu serta menjauhkam dhari lingkungan
jarimah.

Oleh karena perbuatan-perbuatan yang diancam déngamnman
adakalanya pelanggaran terhadap larangg@rim@h positif) atau
meninggalkan kewajiban maka arti pencegahan padaakga tentu
berbeda. Pada keadaan yang pertgaran@h positif) pencegahan berarti
upaya untuk menghentikan perbuatan yang dilaradargy pada keadaan
yang kedua jarimah negatif) pencegahan berarti menghentikan sikap

tidak melaksanakan kewajiban tersebut sehingga asenlgjatuhkannya

¥Abd al-Wahhab Khalaf,Ilm usil al-Figh, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978, him. 198.
Muhammad Abu ZahrahJsdl al-Figh Cairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958, him. 351.
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hukuman diharapkan ia mau menjalankan kewajibaniG@ntohnya
seperti penerapan hukuman terhadap orang yang guatikan salat atau
tidak mau mengeluarkan zakat.

Oleh karena tujuan hukuman adalah pencegahan nedarya
hukuman harus sesuai dan cukup mampu mewujudkaantuersebut,
tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang ¢tigan, Dengan
demikian terdapat prinsip keadilan dalam menjatahkakuman. Apabila
kondisinya demikian maka hukuman terutama hukurtedrir, dapat
berbeda-beda sesuai dengan perbedaan pelakungh, dielntara pelaku
ada yang cukup hanya diberi peringatan, ada putg yakup dengan
beberapa cambukan saja, dan ada pula yang pelid dgngan beberapa
cambukan yang banyak. Bahkan ada di antaranya pamg dimasukkan
ke dalam penjara dengan masa yang tidak terbatdahanya atau bahkan
lebih berat dari itu seperti hukuman mati.

Dari uraian tersebut di atas jelaslah bahwa tuyaery pertama itu,
efeknya adalah untuk kepentingan masyarakat, sedafan tercegahnya
pelaku dari perbuatajarimah maka masyarakat akan tenang, aman,
tenteram, dan damai. Meskipun demikian, tujuan ypedama ini ada
juga efeknya terhadap pelaku, sebab dengan tidaku@annyajarimah
maka pelaku akan selamat dan ia terhindar dari gggadn akibat dan

hukuman itu.

%A Hanafi,op.cit Jakarta: Bulan Bintang, 1990, him. 255-256.
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b. Perbaikan dan Pendidikamsfell s 7o)

Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalahdiati&
pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari
kesalahannya. Di sini terlihat, bagaimana perhatiamiat Islam terhadap
diri pelaku. Dengan adanya hukuman ini, diharapkigan timbul dalam
diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjgahimah bukan karena
takut akan hukuman, melainkan karena kesadarardairikebenciannya
terhadapjarimah serta dengan harapan mendapat rida dari Allah SWT.
Kesadaran yang demikian tentu saja merupakan alag gangat ampuh
untuk memberantagrimah, karena seseorang sebelum melakukan suatu
jarimah, ia akan berpikir bahwa Tuhan pasti mengetahubysannya
dan hukuman akan menimpa dirinya, baik perbuatanoydiketahui oleh
orang lain atau tidak. Demikian juga jika ia dagigangkap oleh penguasa
negara kemudian dijatuhi hukuman di dunia, atada@at meloloskan diri
dari kekuasaan dunia, namun pada akhirnya ia tidkkn dapat
menghindarkan diri dari hukuman akhitat.

Di samping kebaikan pribadi pelaku, syariat Islaaach menjatuhkan
hukuman juga bertujuan membentuk masyarakat yaikgybag diliputi oleh
rasa saling menghormati dan mencirdatara sesama anggotanya dengan
mengetahui batas-batas hak dan kewajibannya. Pa#iikainya, suatu

jarimah adalah perbuatan yang tidak disenangi dan merkginjak keadilan

#\Wardi Muslich,op.cit, him. 138.
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serta membangkitkan kemarahan masyarakat terhadapbuyatnya, di
samping menimbulkan rasa iba dan kasih sayangdaphkeorbannya.

Hukuman atas diri pelaku merupakan salah satu oerayatakan
reaksi dan balasan dari masyarakat terhadap parbymlaku yang telah
melanggar kehormatannya sekaligus juga merupakayaupenenangkan hati
korban. Dengan demikian, hukuman itu dimaksudkankumemberikan rasa
derita yang harus dialami oleh pelaku sebagai imglaratas perbuatannya
dan sebagai sarana untuk menyucikan dirinya. Dengamikian akan
terwujudlah rasa keadilan yang dapat dirasakanseehuh masyarakat.

Al-Qur'an telah banyak menjelaskan tentang hukukuitu pidana
berkenaan dengan masalah-masalah kejahatan. Sewarm, hukum pidana
atas kejahatan yang menimpa seseorang adalah dedatok gisas yang
didasarkan atas persamaan antara kejahatan damankii antara jenis-
jenis hukumgisasyang disebutkan dalam al-Qur'an ialajsas pembunuh,
gisas anggota badan damisas dari luka. Semua kejahatan yang menimpa
seseorang, hukumannya dianalogikan dengads yakni didasarkan atas
persamaan antara hukuman dengan kejahatan, kaatntu fadalah tujuan
pokok dari pelaksanaan hukugisas

Qisasterbagi menjadi 2 macam vyaitu;

1. Qisasshurah,di mana hukuman yang dijatuhkan kepada seseotang i

sejenis dengan kejahatan yang dilakukan.

Bbid., him. 257.
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2. Qisasma'na, di mana hukuman yang dijatuhkan kepada seseotang i
cukup dengan membayar diyAt.

Apa yang telah dijelaskan di atas, adalah hukunmgahlatan yang
menimpa seseorang. Adapun kejahatan yang meninketosgok manusia,
atau kesalahan yang menyangkut hak Allah, makaugb@telah menetapkan
hukuman yang paling berat, sehingga para hakimk tidgperbolehkan
menganalogikan kejahatan ini dengan hukuman yahith lengan. Inilah
pemikiran perundang-undangan yang paling tinggi, mana Allah
menetapkan hukuman yang berat dan melarang unpriektiekkan dengan
lebih ringan. Hukuman yang telah ditetapkan al-Qurtersebut disebut
dengaral-huddd(jamak darihadd yang jenisnya banyak sekali, di antaranya
ialah; had zina, had pencurian,had penyamun,had menuduh seseorang
berbuat zina dan sebagainya.

Dalam menetapkan hukum-hukum pidana, al-Qur'an néesa
memperhatikan empat hal di bawabh ini;

1. Melindungi jiwa, akal, agama, harta benda dan ketam.

Oleh karena itu, Allah menjelaskan bahwpsas itu dapat
menjamin kehidupan yang sempurna, yang tidak dai@alisasikan
kecuali dengan melindungi jiwa, akal, agama, hiaetada dan keturunan.

2. Meredam kemarahan orang yang terluka, lantaranlu&ail Oleh karena

itu, ia harus disembuhkan dari lukanya, sehingdavadris orang yang

¥Muhammad Abu Zahrat)sul al-Figh Terj. Saefullah Ma'shum, et dlishul Figih
Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003, him. 135.
#bid.
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dibunuh mempunyai hak untuk megas orang yang membunuh.

Sebagaimana firman Allah SWT.:

A T A I A R LI DI S ETe PRI L SNt PRI S
MLM\L}JJ,&.W\J%QQU&M&%@ L} P9

(33 el Tygiais O
Artinya: "Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, anaksungguhnya
Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli wariststapi
janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam memb.
Sesungguhnya adalah orang yang mendapat pertolon@z®.
al-Isra : 33)®
Hal tersebut merupakan obat bagi masyarakat yangjadie
perhatian hukum pidana modern, setelah beberapatidak diperhatikan.
Jika kemarahan orang yang terluka tidak diperhatikmaka kejahatan
akan menjadi berantai. Karena orang yang terluka ahli waris orang
yang terbunuh akan melampiaskan kemarahannya pejdhakan yang
lain, lantaran kurangnya hukuman balas bagi oraaggymelakukan
kejahatart®
3. Memberikan ganti rugi kepada orang yang terluka &euarganya, bila
tidak dilakukamgisasdengan sempurna, lantaran ada suatu sebab.
4. Menyesuaikan hukuman dengan pelaku kejahatan. Ypkai pelaku
kejahatan tersebut orang yang terhormat, maka hakoya menjadi
berat, dan jika pelaku kejahatan tersebut orangdafesn, maka

hukumannya menjadi ringan. Karena nilai kejahateenamenjadi besar

bila dilakukan oleh orang yang status sosialnyalabn Oleh karena itu,

*¥bid., him. 228.
¥Muhammad Abu Zahratop.cit, him. 135
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al-Qur'an menjatuhkan hukuman kepada budak separo hdikuman

orang yang merdeK4.Sebagaimana firman Allah SWT. :

? 1 2,0 s o7 w- % /o//‘ef/ oiff
g)w\&;u@ajwﬂ%w sl ol s 15l
(25 sludhy OVl o
Artinya: "Dan apabila mereka telah menjaga diriggankawin, kemudian
mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), meatks
mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanitaleke
yang bersuami”. (QS. an-Nisa" : 7%).
Menurut aturan Syari'at Islam, untykrimah-jarimah hududdan
gisas jarimah-jarimah yang selesai tidak boleh dipersamakan dengan
jarimah-jarimah yang tidak selesai (percobaan). Aturan tersebrdasarkan

hadits Nabi s.a.w:

~

L G e ) R 1 RS L;A:-J.n.a.é-:;iiﬁub
&_fj_é_é;l._;-ﬁ_}«;}\.x}-cb&jJU’ L ol Jo 20 51 41

24 olg)) j;&ﬂ\

- &
T

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Muhachima Ja'far
dari Syu'bah dari Sayyar dari al-Sya'ya dari Jalin
Abdullah: sesungguhnya Nabi Saw bersabda: siapa yan
mencapai hukumarhad bukan pada jarimalhudud (yang
lengkap) maka dia termasuk orang yang menyelewglfy (
Ahmad).

Aturan tersebut berlaku unty&rimah-jarimah hududdangisas, dan
gisastermasuk jugaudud karena hukuman tersebut sudah ditentukan pula

jumlahnya.

“Ibid., him. 136.

“yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Quramcit., him. 118.

“2Al-lImam Abu Abdillah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Haml#edy-Syaibani al-Marwazi,
hadis No. 2620 dalam CD progravtausu'ah Hadis al-Syarifl991-1997, VCR Il, Global Islamic
Software Company).
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Oleh karena itu percobaan melakukan zina tidak hbaéukum
dengan hukuman yang dijatuhkan atas perbuatansendiri yaitu jilid dan
rajam®* Demikian pula hukuman percobaan pencurian tidalsa bi
dipersamakan dengan pencurian itu sendiri, yaittorgp tangan, sebab
hukuman potong tangan dijatuhkan atas jarimah yela selesai.

Sudah barang tentu perbedaan antara percobaan ukestalsuatu
jarimah denganjarimah itu sendiri masih jauh, dan oleh karena itu sudah
sepantasnya kalau pembuat dijatuhi hukuman seseagad besarnya
perbuatan. Apabila mempersamakan hukuman antareoljsean jarimah
denganarimah yang selesai, akan mendorong pembuat segaranuah untuk
menyelesaikannya sekali, sebab ia akan merasa bdinwga sudah berhak
akan hukum lengkap dengan memulainya perbuatah, kaleena itu ia tidak
perlu mengurungkan perbuatannya itu (percobaannya).

Meskipun demikian, kita dapat mempersamakan peerob#lakukan
jarimah ta'zir kepada percobaan melakukan jarimaduti dan gisas. Oleh
karena itu, aturan tersebut diatas, yakni tidakngalgpersamaan hukuman
antara jarimah percobaan dengan jarimah lengkafakinepula atas jarimah-

jarimah ta'zir.

. Tidak Selesainya Percobaan
Seorang pembuat yang telah memulai perbuatan janyaa
adakalanya dapat menyelesaikannya atau tidak dageetyelesaikannya.

Kalau dapat menyelesaikannya maka sudah sepantasiyjatuhi hukuman

“3Abd. Qadir Awdahpp.cit, him. 350.
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yang diancamkan terhadap perbuatannya itu. Kaladakti dapat
menyelesaikannya, maka adakalanya karena terpaksar &arena
kehendaknya sendiri. Dalam keadaan tidak selesan&akehendak sendiri,
maka adakalanya disebabkan karena ia bertaubandagesal serta kembali
kepada Tuhan, atau disebabkan karena sesuatu thluzait dan penyesalan
diri, misalnya karena kekurangan alat-alat ataunhia terlihat oleh orang
lain, atau hendak mengajak temannya terlebih dafiulu

Kalau tidak selesainya suatu jarimah dikarenakapaksa, misalnya
terpaksa tertangkap atau terkena suatu kecelakaam menghalang-halangi
berlangsungnya jarimah, maka keadaan tersebut tidempengaruhi
berlangsungnya pertanggungan jawab pembuat, selaenbuatan yang
dilakukannya itu bisa disebut maksiat (suatu késelpn Kalau tidak
selesainya jarimah karena sesuatu bukan atastdabat, maka pembuat juga
bertanggung jawab atas perbuatannya, apabila sudaip dipandang sebagai
maksiat yakni merugikan hak masyarakat atau hakepesangan. Apabila
seseorang hendak mencuri dari suatu rumah, kemotkambongkar pintunya,
akan tetapi ia tidak masuk rumah itu karena terith@hnya peronda lewat di
pekarangan rumah tersebut dan dikhawatirkan akaamgi&apnya, kemudian
dia pergi tanpa mengambil sesuatu barang, atasudi@ah masuk rumah tetapi
tidak dapat membuka almari besi tempat u&ng.

Dalam contoh tersebut pembuat tetap dijatuhi hukumaskipun ia

mengurungkan perbuatannya, karena motif pengurungesebut bukan

*Ibid., him. 351.
“°A. Hanafi,op.cit.,hlm. 128-129
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taubat, sedangkan perbuatan yang terjadi, adal&isiaha/aitu membongkar
pintu atau masuk rumah orang lain tanpa izin. Aledapi kalau sudah sampai
pintu pekarangan dengan maksud mencuri, kemudiargunengkan niatnya
karena sesuatu sebab dari dalam dirinya dan lagi, peaka ia tidak dihukum

karena peristiwva yang telah diperbuatnya itu tiddknggap melanggar
(merugikan) hak masyarakat atau hak perseorangamldh karena itu tidak
dianggap maksiat sedangkan apabila tidak ada ntaksiarti tidak ada

hukuman. Pendirian hukum positif sama dengan Sybediwa permulaan
tindak pidana tidak dapat dihukum, baik pada fasef pemikiran-

perencanaan dan persiapan. Akan tetapi di kalaeggana-sarjana hukum
positif terdapat perbedaan pendapat tentang saatada pembuat dianggap
telah mulai melaksanakan jarimahnya itu. Menuruwaalobyektif pbjectieve

leer), saat tersebut ialah ketika ia melaksanakan pémhumaterial yang
membentuk sesuatu jarimah. Kalau jarimah terselvdirt dari satu perbuatan
saja, maka percobaan untuk jarimah itu ialah ketikemulai perbuatan
tersebut. Kalau jarimah itu terdiri dari beberapabpatan, maka memulai
salah satunya dianggap melakukan perbuatan, makaulaesalah satunya
dianggap melakukan perbuatan jarimah. Mengerjalembuyatan lain yang
tidak masuk dalam rangka pembentukan jarimah talakggap telah mulai
melaksanakan. Dengan perkataan lain, aliran terseblihat kepada obyek

atau perbuatan yang telah dikerjakan oleh penfuat.

“® Hanafi,op.cit.,him. 124.
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Menurut aliran subyektif subjectieve legr untuk dikatakan
melakukan percobaan cukup apabila pembuat telahulaesesuatu pekerjaan
apa saja yang mendatangkan kepada perbuatan jarimadendiri. Aliran
tersebut memakai niatan dan pribadi pembuat untemkgetahui maksud yang
dituju oleh perbuatannya itu. Dengan perkataan, lalman tersebut lebih
menekankan kepada subyek, atau niatan penibuat.

Nampaknya masing-masing aliran tersebut terlalu yelegiah
(eenzijdig, sedang seharusnya dalam soal-soal kepidandak, dicukupkan
dengan segi dari pembuat saja atau segi perbuajan reelainkan harus
memperhatikan kedua-dua segi tersebut yakni pexbuddri pembuat. Dari
perbandingan dengan Syari'at Islam, ternyata pendByari‘at Islam dapat
menampung kedua aliran subyektif dan obyektif beesaama. Perbuatan
yang bisa dihukum menurut aliran subyektif bisaudiim pula menurut
Syari'at Islam. Akan tetapi Syari'at Islam menanklaahsyarat, yaitu apabila
perbuatan yang dilakukan pembuat bisa dikwaliflikasi sebagai perbuatan
maksiat (perbuatan salah), baik bisa menyiapkaan jaintuk jarimah yang
dimaksudkan atau tidak. Sedang menurut aliran $tibyeerbuatan yang
mulai dikerjakan harus bisa mendatangkan kepadar unaterialnya jarimah.
Sebagai contoh ialah orang yang masuk sesuatu rderaan maksud untuk
melakukan perbuatan zina dengan orang (wanita) gdagdi dalamnya, dan
perbuatan yang diniatkannya itu tidak terjadi, karsesuatu sebab, ada orang

lain umpamanya. Menurut aliran obyektif, perbuatarsebut tidak dapat

4" Abd. Qadir Awdahop.cit.,him. 227
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dihukum, sebab tidak ada kepentingan yang dirugikelenurut aliran
subyektif, perbuatan tersebut dapat dihukum karenedah cukup
menunjukkan teguhnya maksud yang ada pada diriMenurut Syari'at
Islam, juga dapat dihukum sebab perbuatan itu sentérupakan maksiat
(perbuatan salafy.

Pendirian Syari'at juga mirip dengan pendapat yadgp di kalangan
sarjana-sarjana hukum positif. Vos misalnya, betppat bahwa pada
pokoknya teori subyektif lebih benar daripada tetnektif, akan tetapi harus
diperbaiki dengan rumus berikut: Pembuat baru patiitukum, Jika
perbuatannya berlawanan dengan hukum, dengan piangéahwa perbuatan
itu tidak diperbolehkan (oleh masyarakat atau hykiéserhubung dengan

kepentingan hukum yang dikenai oleh jarimaH'tu.

“Abdurahman al-Maliki,Nidzam al-UqubahBeirut: Dar al-Ummah, 1990, him. 155-

4 A.Hanafi, loc.cit.



